
!. Undang·Undang Nomor 14 Tahun i9SO tentang 
Pcmbentuk:m Daerah·Daerah Kabupaten dslam Lw@lcungan 
Proviasi Jawa Baral (Serita Negara Ta..,ggal 4 Juli ! 950); 

2. Ucdang·Undang Noxnor 20 1'ahun 2003 tentang Sistcm 
Pendidil<an Nasional (Lembaran Negara Republik lndoneoia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lcmbare.n Negara Republik 
Indonesia Nomor 430 l); 

3. Undang-Undeng Nomor 5 Tahun 2014 le.nb:s.ng Aparnl:u.r- g~;i 
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6. Tambahan Letnbatan Negara Nomor 5494); 

4, Undang·Undong Nomor23 Ta.hun 2014 tcntang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Rcpublik lndcnesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomcr 5587); 

5. Peraturan Pemerintan Nomor 96 Tahun 200\.J tm.tang 
Wewenang Pengangkaran. Peminda.han dan Prmberhentian 
Pegawai Negcn Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nom?r 193, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4-014): 

a. bahwa untuk Iebih efektif dan e.fisien da1am peningkatan 
kualires, kompetensi, dan keahlian sumberdaya aparatur agar 
bcrday~gltnS dan berbasil gu.na. mak.a perlu penyela.rasan 
kembali tentang pe:n.ingkatan jcnj•n8 pendidiican fotm:$.1 y.:.ng 
lebih tmggi dengan dinamika yang be:'kem.bang mel:alui 
program pcmberian Togas Beiajar d, lttl Bdaju; 

b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan scbagaimana teesebut pada 
buruf a di atas. maka Tugas Belajar dan l:zm Belajar Bagi 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pcmerinta!>. Kabupaten 
Bekasi ya"lg semula telah ditctapkan melalui Peraturan 
Bupati Bekasi Nomor 48 Tahun 201J per!u ditir,jau dan 
disesuaikan kembali; 

c. bahwa aras dasar pertimbangan seba.gaiman.a dimaksud pad.a 
huru.f a dan huruf b di atas, maka pentbahannya tersebut 
perlu ditetapkan kembrui dengan Pera.tu.tan S-..i.pati. 

BUPATI BEKASI, 

• 

- 
Men,:in_gat 

Menlmb~ng 

TENT ANG 
PERvBAHAN ATAS l'ERATUAAN BUPATI BEKASI l(OMOR 48 TAHUN 201 I 

TENTANG TUGAS BEi.AJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWA! N£GERJ S!PIL 
DI UNGKUNGAN PEi1ERIN'l'AH K..SUPA1EN BEK.~SI 

DENG • .\.N RAI-fMAT TlJHAN YANG MAHA ES.,. 

NOMOR 12 TAHUN 2015 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

• 



Pasal 6 
t2)P~r~yaratan Umum sebegaimana ayat (l}, meliputi: 

a) Berstatus sebagai Pegawai ~egtti Sipil. 
bJ Sehat jasmani dan rohani mcnurut .keterangan doktcr Pemermtah, 
Cl Pendidikan yang diiku ti harus ada keterkaitan dengan latar belakang 

pendidikan dan/atau mgas pokok pegawai yang bersangkman kecuali 

2. Ketentuan Bab II Pasal 6 ayat (~) clan •,yat (3) diuba.'> dan ditamb,;h ayat (4) 
baru, sehmgga berbunyi sebagel berikut : 

Pasal 4 
Drkecualikan deri ketenruan pasal 3 ayat (2) huruf a kepada P~S dapa.l 
dnctapkan Tugas Belajar di dalam negeri dengan tetap masih me:nduduki 
Jab~uvmya, sepa.njang kegiatan Tugas Bc!ajamya di luar jam kcdinasan clan 
tidak meninggalkan at~1:l ridak sepenuhnya rncningga.lkan tu~ polrok jabatan 
dengan mendapatkan 'Jl" / rekomendasi tertulis dari kepala SKPD a tau pejabar 
yang bcrwenang. 

- l. Ketentuan Bab U Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

l'ilcnetapk3n PERUSA.HAN ATAS PERATIJRAK BUPATI BEK.~SI NOMOR 48 
TAHUN aoi l TENTANO 'TUOJ\S BELAJAR DAN !ZIN BEL.-•\.IP.R 
BAO! PEOAWA! NEGERI S!PIL 01 UNOKUNOAN PE.\!ER."NT.-\H 
KABUPATEN BEKAS! 

Bebcrapa kerentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nemer 48 Tahun 2011 tenta.ng 
Tugas Belajar dan lzin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Linglrungan Pemerintah 
Kabupaten Bckas.i (Betita Decrah Kabupatc:n Bebsi Tahun 2011 Nomor IB) cliubah 
scbagai berikut : 

MEMl'TUSKAN 

6 Pereturan Pere .. ermtah Sorn.or 97 Tahun 2XO tentang Fonnasi 
P,ega.\l.a.t ~egm S19.il sebagaimane telah diuba.h dengan 
Peraruran Pemerintah Nemer 54 TahUn '2003 tentang 
?erubahan Atas Pcraturan Petnerintah r,iomor 97 Tahun 2000 
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indoneste Tahun 2000 Nomc..r 194. Ta.inbah.an 
Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4015); 

1. Peraturan P-emerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai Negcri Sipil (Lcmbaran Negara 
Re-publik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1%. Tambahan 
lembaran Negara Republik : .. ·,nesia ~omor 4017) 
sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Per:ncrintah 
Nemer 12 Tahu..n '20v2 (Leznbaran Negara Repi..;.bUk lndone$ia. 
Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lcmbaran r..cgara Repub!ik 
Indonesia Nomor 4193)~ 

8. Pereruran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ttnt..ang 
Pembagian Urusan Pemerintahen antara Pemcrintab. 
Pemerintahan Oaerah Provinsi dan Pemerintahan Daerab 
Kabupatcn/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia 
''fahttn 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 1-.egara Nomo~ 
4737): 

9. Peraturan Oaerah Kabupa.ten Bekasi Nemer 8 Tahun 2014 
tentang Orgamaesi Perangkat Daerah Kebupaten Bekasi 
(Serita Daerah Kobupaten Beka&i Tahun 2014 Nomor 8); 

10.Peratu.ran Bupati Bekasi Nomor 51 Tahuo 2014 tentang 
Organis.asi dan Tata Kerja B~dan Kepegawaian Daerah (Serita 
Daer.l.h Kabupa.ten B,ek.asi Tahun 2014 Nom.o.r St): 

• 



Pasal 7 
{2i lzin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :neliputi: 

A. Persyaratan 
a. Diusulkan oleh Kepala SKPD. 
b. Kegia.tan pendidikan diselenggarak.an oleh Jenil,aga pcndlcilkan yang 

memiliki f:akultas/Program/Jurusan terakreditasi o!eh BAN-PT. 
c. Kegwtan pendidikan tidak menggangu kelancaran pelaksanaan wias 

ja.baum/kedinasan. kecuali sifat pendidika.tl yang diil.."Uti rnengh.anlskan 
memnggalkan sebagian ,.va.1<tu .aras ijin tertulis Kepala SKPD/Ptjabat 
yang berwenang, 

d. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun. 
c. PPKPNS sekurang-kurangnya bernilai bail< dalam 2 (dual tahun tcrakbir. 
f. Biaya. pe.n<iid.ikan ditanggung sepenuhnya ot~h Pcga'iVS.i yan_g 

bersanglrutan. , 

'$e'S.UQ! kcb.uruhan :nrm.as.i da:: ya:tg akan :nela.:'liutican pend.idikan kc 
Jen}ang S2 dan S3 

di 'Tidak seda.r:g d!-cslonkan delem prog;-am beasiswa lain+ 
c Tui~ p~r~a.h dtJ_att;u\1 hul-uman disiplin sekurang-kurangnya o.-ngkat 

sedang selama 2 (dua) tahun rerakair, 
fl !\[e-mililo. PPKPNS sekurar.g-kurangnya bcmilai baik ctahun 2 {du.a, tah\.l.D 

t.crakhit. 
gl i•!ah disetuju.i/direkomenda,ikan oleb Kcpa!A SKPD. 

f3tPers:•aratan Kbu$us seba@aitna.na ayat {t), meliputi: 
al Memiliki pru.\gkat/ go:ongan : 

a. Minimal Pengatu.r Muda - 11/ a untuk mdanjut.kan pcndid.ikan ke jeoj.u.ia 
Diplomalll. 

b. Mmlmal Pengarur - U/c untuk melanjutkan pendidikan kc jenjang SI 
dan Diploma lV. 

c. Minunal Penata Muda - Ill/ a untuk melanjutkan pcnciidikan ke jc-njang 
S2. . 

e, Mm.imal Penata Muda Tk. I - lll/b untuk mclanjutkan pendidikan ke 
jenjang $3. 

bJ Metnilikl mase kcrja sekurang-kurangnya 2 (dual tahun. 
cl Usla maksunu.tn 25 tahun antuk program Diploma· ru dan Sl, csia 37 

unruk pre,;,g;am $2 cl.an usia 40 rahun untuk program. S3. 
d~ Menandatangmi pemyata.an pengabdien. 

14)Berka$ persyaratan 
11) Surat persetuj'..tar>./tekoraendasi/U$Ula.n Kepala SKPD: 
bl Surat keter·angan sehat oleh dokter Pemerintah; 
cl Pl'KPNS sekurang-kurnngnya bernilai bail< do.lam 2 (dua) tabun terakhir. 
di Swot pernyataan tidak pemah dijarubi bu.kumon disiplin seku.rang· 

kurangnya ringkat sedang. selama 2 (dua) cahun teraim.ir; 
c) Surat Keterangan uraian tugas ditandatangan.i o!eh Kepala SKPD; 
fl Pococopy Ijazah tcrtl.khit cWegalisir pejabat yang berwenaag; 
gJ Fecoccpy SK Kenaikan Pangkat terakhir dilegaiisir pejabat yang berwcnang; 
hi Fctoccpy SK jabatan dilegalisir pejabat yang berwenang (bila atla); 
i) SU.rat pernyataan pcn_gabd.ian bermaterai Rp. 6.000,·~ 
ii Surat kcterangan lulus seleksi dan surat akreditasi BAN-PT dari Perguruan 

1'inggi khusus program beeeiswa di luar APBD. 

3. Ketenruen Bab U Pasel 7 ayat (2t diubah, sehingga berbuayi sebagai berikut : 



.. 

Pasal 11 
(1) Setiap pegewei yang tel.ah menyelesaikan tugas belajarnya. u'ajib mengabdi 

pada Pemerintah Kaoupaten Bekasi (bcntuk d..m format SUrat Pemyataan 
Pengebdian dan Surat Pernyataan Jaminan Pembiayaan Tugas Beiajar 
tercantum dalam Iampiran VI dan lampiran Vll) dengan mengikuti ketcntuan 
sebagar berilrut : 

6. Ketentuan Bab JV Pasal 11 ayat ( 1) diubah, sehmgga berbunyi sebaga, berikut : 

Pasal 9 
(2) Tunjangan Tugas Belaiar sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dll>erikar. 

terhitung sejak yang bersa.ngla.uan memuJai pendidilam. tc:rdiri dari . 
a, Pcndaftaran; 
b. Biaya kcnrribusi semester awal (DP dan BOP}; 
c. Biaya hidup : penggandaan ATK, Photocopy, da·· -ewa komputer; 
d. Biaya hidup : akomodasi; 
e. Bia.ya hidup : transportasi; 
f. Bantuan buku: 
g, Praktikum pertahap; 
h. Pekan orientasi Mabastswa: 
i Mauikulasi; 
j Pakaian almamater: 
k. Kcnsumsl, 
I. Kesehatan. - 

5 Keternuan Bab Ill Pasal 9 ayar (21 diubah. sehlngga berbunyi sebagai berilrut : 

Pasal 8 
Unruk PNS Tugas Sclajar. selama masa Tugas Belajar dieempatkan di SKPD 
yang benanggungiawab di Bidang Pendidika:n dan Pelatiha,n dan setelah selesal 
menjalank.an masa Togas Belajar se::ta d.inyatakan lulus a.>can ditempatkan 
kembali ke SKPO lain sesuai formasi jabatan dan kcbutuhan crganisasi, 

• Ketentuan Bab Ill Pasal 8 diubah, sch.ingga berbunyi se~ bcrikut : 

BBttt<m,~-anu.an 
a. Surat Pengarnar Kep~ SKPD; 
b. Surat .~ed~·as1 SAN-PT. 
c Surat Jadual b.'Uliah berjalan dari Pcrguruan Tinggi; 
d. Fotocopy Surat ijin Penyelenggaraan Pro::----- Studi di luar <!omisili 

(kelas jach) dan Mcntcn yang mcmbidangi dan ijin darl Pemcrintah 
Kabupaten Bekasi {khusu~ untuk kclas jauh]: 

e. Fotocopy Sh. Kenaikan Pangkat terakhir dilcgali'Sir pejabat y3.11g 
berwenang; 

f. F'otocopy SKjabotan dilcgalisi:- ptjabat yang berwcnang (bila adal; 
g. PPKPN!;' sekurang-kurangnya bcrnilai baik dalaln 2 (duaj t.ahun te:akh.ir; 
b. Fotocopy Jjaz..'lh tera.khir tlil~gailsir pejabat yo.ng bCI"'W'enans; 
i. Surat pendaftaren da.n/atau surat ketera.ngan lulus. selekei. 



(2) SURAT KET}i:R!\l<GAN BEL.AJAR 

1. CPN'S yang pada saar diangkat sebagai CPNS sedang mcncmpuh 
pendidikan yang lebih tinggi, paling lambat 3 {'i::a} bulan harue mel3por 
kepada Kepala Sadan Kepegawaian D<terah untuk menc!.tpatkan Surat 
Keterangan Bclajar. 

2. Surat Kctcr~grui Bel.ajw- dapat dibcrikan kcpada CPNS dcngan 
kctcnruan : 
a. Ridang pendidikan yang diikuti harus mcmpunyai relevansi dengan 

tugas pokok dan fu.ngsi pada SKPD yang bersa.ngkutan :serta 
pendidikan yang cliJadikan dasar pengangkatan CPNS. 

b. Tempat melaksanakan pcndidikan pada lembaga pendidikan negeri 
atau swasta yang telah mendapatkan persetujuan izin penyelenggaraen 
dao Menteri yang membidangi dan bukan merupak= pcndidikan 
kelas/jarak jaul>. 

c. Falrultas/Progra.m/Jurusan yang clitempuh minimal ecendapatkan 
akreditasi B oleh B.l\.N-PT. 

- 

Pasal 12 
( lJ SURAT KETERANOJ\N MEMILJKJ IJAZJ\H 

l . PNS yang pa® saar di...1.ng.kat scbagru. CPNS mem:Uika lf..azah lcbib cinSIP 
d•n tmgka, i1ru:ah pada surat kenutusan JJCl'"fllg!\atall sebagai Cf'N(), 
paling Iambat 6 (enamJ bulan ha.,us melapor kepada Kepala Badan 
Kepegawaian Daerah dan kepada yang bersangkutan dapar diberikan 
Surat Keterangan Menulik: ljazah (SKMij. 

2. SK~II tersebur dapat dijadikan daMr u.ntuk mcngQc..i:i Ujian Kenaikan 
Pangkat Penyeauaian fjasah. 

3. Surat Keterangan Me-.miliki IjMah dapar diberi.kan kepada CPJ\S dengan 
ketenruan : 
a. Bidang pendidikan relevan dengan bidang pendidikan seb.agaimana 

tercentum pada surat keputusan pengangkatan sebegei CPNS atau 
tidal< berbeda formasl, 

b. Bidang pendidikan relevan dengan rugas pokok dan fung,i yang 
bersangkutan, 

c, Ijazah diperoleh darr Iembega pendidikan negeri atau swaste yang telah 
mendapatkan persetujuan izin penydenggara.an dari Mcnteri yang 
membidangi dan bukan merupakan pcndiclikan kelas/jarak jauh, 

d. F'akultas/Program/ Jurus.a.o yang dttcmpu,h minimai me:ndapaLu:l 
akreditasi B oleh BAN-PT. 

4. Bentuk dan format Surat Keterangan Memiliki Ijazah tcrcantum claJam 
lampiran !IL 

8 Kctentuan Pas.al 12 diubah, sehi."J.g.13.a berbunyi sebagai berikut : 

BAB V 
S\JRAT KETERA.'-OA.'1 MEM!UKI !JAZAH, SURAT KETERANGA..'i BEIMAR, 
UJL'\N KEXA!KAN l'ANGK/\T PENYESUA!AN WAZAH, KENAlKAN PANOKAT 

PENYESUAIAN !JAZAH DA.'I PENGOU:.MN OEL.-'\R .=EMIK 

Ketenruan .. udul 9.~ ·.., dxubah sehmgga be-rbunyi s.ebagaJ be.rikt...t : 



141 KENAIKAN PANOKAT PENYESUAIAN !JAZAfl 

Bagi PNS yang diberikan !jin Belajar atau selesai menjalani Tuf 3S Bdajar 
serta telah mempcrolch SUrat Tand.a Tam.at Bclajar atau ijaz:ah dapat 
diberikan kenaikan pangkat sesuai. dengan tingkat tja;zahnya dengan 
k!!tentuan : 

31 UJ1A1'1 KE1'1A!KAN PANOKAT PENYESUA!Al'I IJAZAf! 

t. Untuk preses penycsua.ian pangkat, pegawai yang mendapet .izin belajar 
setelah menye!esaikan pendidJkan harus mengikuti dan lulus Ujian 
Pcnye&uaian ljaza.h 

2. Ujian Kenai.kan Pangkat Pcnycsuaian ljazah discl~arska.n oleh 
Pemerintah Kabupatcn Beka-si dan/atau incngiri,nkan peeerte ujia.n kc 
pemerinrah Provinsi .Jewa Barat atau lnstansi lain; 

3. tJjian Kenaikan Pangl<at Penyesuaian ljazah terciiri dari : 
a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I bagi P1'S yang 

memperoleh/ memiliki Ijazah SLTA, Diyloma I a.tau sederajat. 
b. Ujian Kcnaikan Pangkat Penyesuaian ljaaah Tinglcat a bagj !'NS yang 

memperoleh/ memiliki lja2ah Diploma II, Diploma ill atau scd<rajaL 
c. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljozah Tingl<at m bagi P:-IS yang 

memperoleh/ mcmiliki Ijazah Diploma IV, SI, Profesi arau sederajat. 
d. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian tja.zah 'l'ingkat IV bagi PNS yang 

memperolehj' roemiliki ljazah 82, S3 atau sederajat, 

4. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian (jazah dillruti oleh !'!'IS y,wg 
merniliki ljazah, ditambah denpan lzin Belajar atau Surat Kcterangan 
Memiliki Ijazah atau SUrat Keterangan Belajar. 

5. PNS yang telah mememlhi ketcntuan di aras dapat mcngilruti Ujian 
Kenaikan Pangkat Penyc,;uaian ljazah, apabila telah memenuhi pangkat 
golongan ruang clan meee kerja golongan scbagai ~t : 
a. Jjazah SL T? atau sederajer, serendah·rendahny.i memiliki pan.gkat 

golongan ruang Juru Muda TI<. I (1/b) dan sekurallg-kurangnya telah I 
(satu] tahun dalam pangka.t terakhir, 

b. ljazah SLTA, Diploma I atau sederejat, sercndffl-rc:ndai\oya memiliki 
pengkat golongan ruang Juru (1/c) dan sekurang-kurangnya telah I 
(satu) tahun dalam pangkat terakhlr, 

c. ljazah Diploma Il, Diploma rn atau .sederajat, sercndah-rendahny« 
memilfki pangkat goiongan ruang Pengatur Muda (TI/b) dan sekureng­ 
kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir. 

d. ljazah Diploma CV, Sl atau sederajat, serendah·rendahnya xncmiliki 
pangkat golongan ruang Pengarur (0/c) dan sekurang-kurangnya telah 

' l (satu} tahun dalam panglcat terakhir. 
e. ljaz:ah 52:. S3. Profesi atau sederaJat, serendah·rendahnya mcmiliki 

pangkat golongan ruang Penata Muda (ill/a} dan sckurang-kurangnya 
telah I (satu) ta.'1un dalaln pangkat !erakhir. 

d Kegaac.an pmdlcLlmn dilaksan•Dn d! tuer jam kerja C .m ndak 
mengpnggu kelencaran pelaksenaan tuga;s kcdmasan.. 

e 6:aya pendidikan dnanggung oleh PNS yang bersangkutar.. 
3 6enruk dan fotmar. Surat Keterangan Bclajar tercanrum dalam 

lamprren tV 

- 

• 



l51 PENGGUNMN 0£1.AR AKADEMIK 

I. Untuk Pegawai Negeri Sipil yeng di'berikan !Jin &Jajar dan telall 
menyelesaikan pendidikannya. apabila pangkatnya tel.ah sesuai azau 
seti.ngkat atau lebih tinggi da.""i ij~3h yang dimiliki agar melapor ke 
Kepete Bada.n Kepegawaian Daerah untuk diterbitkan keputusan 
pcngaJ.:uan ijazah unruk jenjang karir dan Je.ajang pangkat akhir 
terbedap tingkat pendidikan. 

2. PNS yang seleaai dan lulus Tuga.s &!ajar yang memiliki pangb• """""" 
pendidikan dengan ija.sah yang diperolch dapa.t menggunakan gelar tanpa 
keputusan pengakuan ijazah/ijin penggunaan gelar; 

3. PNS yang selesai dan lulus Togas 6'".lajar yang mcmi.lilo ija.s3h belum 
setara dengan pangkat yang dimiliki, tidak diperbo1ehkan menggunakan 
gelar akademiknya, yang bersangkutan dapat menggu"4kan gelar ketika 
pang.k.at telah setara; 

4. PNS yang dapa: mengzjukan Pc:nnohonan Penggunaan Gelar. a9abila 
Ldah memeouhi pangkat / golongan ruang scbagai berik\lt ; 
a. Ij9.i:ah Diploma n. Diploma ill atau sede.rajat. sercndah-rendahnya 

r:nemiliki pangkat golonga» ruang Pengatur (ll/c). 
b. ijazah Diploma CV. Sl atau sederajat, serendah-rendahnya Jlle:niltlo 

pangkat golongan rua:,g Pena.ta Muda (!U/a). 
c. iJazah $2, S3, Profesi atau sederajat. serendah-rendahnya memililci 

pangkat gclcngan ruang Pcnata Muda 1k. t (Jtl,'b) 

5. PNS mengajukan Surat ljin Penggunaan Oelar Akademik kepada Kepala 
Bbd8J'I Kepegawaia.n Daer-ah dilampiri : ' 
a. F'oto kopi Surat Keterangan ~!emiliici Ijaz.ah atau Surat Kete.rangan 

BeJajar atau Surat lzin Bclajar atau SUra.t Kcputusan Tugas 6dajar 
(dilegalisasi). 

b. Fote kopi STJ'B atau Jjazah dan daftar / uanskrip nilai dari le:nbaga 
pendidikan (dilegalisasi). 

c. Surat Keternngan uraian tugas yang bcrsangkutan <fan ataU atasan 
langsungnya dari Kepala Sl<PD (asli). 

d. Fotoeopy DP-3 I (satu) satu tahun terakhir (dil<!galisasi). 
e. Fo,ocopy SK pang)<at dan at.au jabatan terakhir tdilegaiisasi). 

6. Bentuk clan format Penggunaan Gels.r A.kademik tercantum dalam 
lampiran V. 

S~ ,;asa!, S l yang berpangkat golongan dibawsh D/d (pengatur 
nngkat 11 harus lu.lus ujian kenalkan pangkat penyesuaian ija:zah. 

3_ Bagi tJasah $2 dan ru~miliki pangkat" golon.gan m/a (penata muckt) ha.nu; 
lulus ujian ken.ukan pangkat penyesuaian ijazah. 

4. Bagi ijasah S3 dan memiliki pangj<at golongan lil/b (P<nata muda 
tingkat II harus Julus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. 

5- Setiap Ur1$Ur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernila? baik 
dela!n 2 (dua) tahun terakhir. 

6. Memenuhi angka kredit yang ditentukan bagi yang menc!uduici jabatan 
fungsional rertentu/khusue. 

7. Formasi peda SKPD tem.pat yang bersengkutan bekerja tersedia untuk 
kenaikau pangk&.t tereebut. t 

l McnauduJd jabaren a.tau diben ru:gas ;·ang_ memeduk.a.:i pcngctahuan 
.: ta~ keahhan seeusc d.enga_."'l. tj.azah yang d.:.pc:roleh.. 

- 
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_kf\H. MUHYU)OIN 

BERITA DAERAH K.ASUPATE:N SEKASI TAHUN 2015 NOMOR 12 
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- 

Diundaagkan di Cikarang Pu saL 
Pada cangga) 12 Maret 20 ! 5 

/ 
:PA!EN BEKAS! J-' )(' 

Hj. NE1'"ENG HASANAH YASIN 

SUPATI BEKASJ, 

Oitetapkan di Cik~rang P..Hcat 
pad.a t«nggsl 12 M.arc~ 2015 

Pasal 19 
Peraruran ini mulai berleku pada tanggal diundangkan 

A.gar seuap orang mengerahuinye, rnemerintahkan Pengundangan Peraruran Bupati 
ml dengan Penempatannya dalam Serita Daerah Kabupatcn Bekasi 

tid. 

Pasal 13 

Un:-uk meajamm Leg.1.hta.s dan kualita.s peg.-.wai yang melaksanakan Tu_ga.& 
Bda,ar den Izan a~laJar. status Perguruan Tinggi yang menjad.i tujU$1.l'.1/tc:nlpat 
u atuk mgas bclajar adalah lembaga peodidikan tinggi negeri atau swasta yang 
menuhki fakultas/progra..T-/jurusan dengan akreditasi Adan untuk izin bclajar 
mirumal akreditasi B yang dikeluarka.n olch Bad.art atau Lcmbaga yroig 
berwcnang sesuai denga..n ketenruan pera.ruran perundang-undanga.n rang 
berteku, kecuali untuk Perguruan Tinggi yang berdomisilJ di wilayah 
.Jabodetabek apabiJa belum ada fakultas/Program/jurusan yang oeo.1iliki 
Akreditasi A depat menggunakan fakultas/program/juru$8.0 yang menu.:.iki 
Akrcdnasi B untuk Tugas Bel.ajar dan Pergurusn lmggi yang berdoausil.i di 
wilavah Kabupatcn/Kota Sckasi belum ada fakultas/prognun/jurusan yang 
belUDl memillki Akreditasi B dapat menggunakan !akultas/program/jurasa."l 
yang mcmiJiki akreditasi C unruk ljin Bclajar dengan jurusan yang dituJU tclah 
ditctapkan dan/atau diijinkan sesuai kebutuhan fo:masi. 


